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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: 21 /SE/Db/2026
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA PEMULIHAN INFRASTRUKTUR PADA
JALAN NASIONAL DENGAN PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN SISTEM
WEIGH-IN-MOTION

A. UMUM

Jalan nasional merupakan aset publik yang harus dikelola secara efektif,
efisien, aman, dan berkelanjutan. Beban sumbu kendaraan yang melampaui batas
yang diizinkan berdampak kepada percepatan penurunan kondisi perkerasan,
mengurangi umur layanan, dan meningkatkan kebutuhan biaya preservasi jalan.
Pembiayaan pemeliharaan jalan saat ini masih tergantung dari sumber pendanaan
APBN yang terbatas dan belum menjangkau pihak-pihak yang seharusnya
bertanggungjawab. Apabila merujuk kepada prinsip polluter-pays principle yang
kemudian diadopsi menjadi degrader-pays principle, atau yang memberikan
kerusakan yang membayar, maka sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur
alternatif sumber dana pemeliharaan dengan pendekatan prinsip tersebut.

Bahwa kerusakan jalan akibat kelebihan muatan kendaraan dapat diukur,
dihitung, dan diterjemahkan ke dalam nilai ekonomi dan kemudian berdasarkan
nilai tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan estimasi
perhitungan Biaya Pemulihan Infrastruktur (BPI) akibat kelebihan muatan
kendaraan.

Bahwa beban gandar aktual kendaraan dengan muatan berlebih
menggunakan penimbangan statis seperti jembatan timbang atau dinamis dengan
alat Weigh-in-Motion (WIM) dapat dijadikan dasar dalam melalukan perhitungan
estimasi BPI. Teknologi WIM dinilai mempunyai kelebihan khususnya reliabilitas
pada sistem operasi dan akurasi pada keluaran data. Secara prinsip, mengkonversi
kelebihan muatan kendaraan untuk menghitung nilai BPI dapat menggunakan
pendekatan faktor kerusakan jalan atau Average Pavement Damage Cost (APDC).
APDC umumnya diperoleh dari Equivalent Single Axle Load (ESAL) untuk golongan
dan volume seluruh kendaraan, namun di dalam konteks BPI hanya kendaraan di
atas izin gandar yang dihitung nilainya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Bina Marga tentang Pedoman Perhitungan Estimasi Biaya Pemulihan Infrastruktur
pada Jalan Nasional dengan Pemasangan dan Pemanfaatan Sistem Weigh-In-Motion.
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B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6919);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan
Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan
Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7137);

11. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
5/PRT/M /2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan
Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat
dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 328);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan
Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 882);

18. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/SE/M/2019 tentang Pengukuran Beban Kendaraan dengan Weigh-In-
Motion Bridge;

19. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 19/SE/Db/2026 tentang
Pedoman Pengumpulan Data Beban Sumbu Kendaraan dan Instalasi,
Kalibrasi, Validasi, dan Operasional Sistem Weigh-In-Motion Perkerasan Jalan;

20. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/M/Db/2024 tentang
Manual Desain Perkerasan Jalan; dan

21. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang
Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan (Pd-01-2021-BM).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyiapkan data untuk melaksanakan
perhitungan estimasi BPI melakukan uji coba serta mengevaluasi kelayakan
penerapan BPI pada jalan nasional dengan pemanfaatan sistem WIM.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Memastikan pemanfaatan data WIM mengikuti pedoman pengumpulan data
teknis yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga serta
instalasi, kalibrasi, validasi, dan operasional sistem WIM yang berlaku;

2. Menghimpun dan memutakhirkan seri data historis kondisi jalan, lalu lintas,
struktur perkerasan jalan, penanganan preservasi jalan, dan biaya yang
diperlukan untuk melakukan analisis estimasi BPI;

3. Mewujudkan perhitungan estimasi BPI yang seragam, transparan, tertelusur,
dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. Menetapkan tahapan uji coba dan evaluasi kelayakan metode BPI sebelum
digunakan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
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5. Mempersiapkan kerangka regulasi menuju penerapan BPI secara nasional
termasuk memperjelas tugas, kewenangan, serta koordinasi antarunit kerja
untuk persiapan pilot project.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Istilah, definisi, dan prinsip perhitungan BPI;

Acuan teknis pemanfaatan sistem WIM dan persyaratan mutu data;
Kebutuhan, pengumpulan, dan integrasi data historis;

Metode perhitungan estimasi BPI indikatif;

Tahapan uji coba dan evaluasi kelayakan;

Tugas dan tanggung jawab unit kerja; dan

Noa s b=

Pemantauan, evaluasi, pengelolaan, dan pelaporan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Weigh-In-Motion (WIM) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur
berat kendaraan dan/atau beban sumbu secara dinamis ketika kendaraan
bergerak tanpa harus berhenti.

2. Kelebihan Muatan adalah kondisi berat total kendaraan, beban sumbu, atau
beban kelompok sumbu melebihi batas yang diizinkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3. Kelebihan Dimensi adalah kondisi dimensi kendaraan melebihi dimensi yang
diizinkan berdasarkan data registrasi dan ketentuan teknis.

4. Biaya Pemulihan Infrastruktur (BPI) adalah nilai biaya pemulihan
infrastruktur yang dihitung berdasarkan tambahan kebutuhan pemeliharaan
dan/atau pemulihan akibat kelebihan muatan kendaraan yang sifatnya
kompensatif.

S. BPI Indikatif adalah hasil perhitungan teknis BPI awal yang digunakan untuk
simulasi, evaluasi, perencanaan, dan penyiapan kebijakan serta belum
merupakan tarif atau tagihan kepada pengguna jalan.

6. Beban Sumbu adalah besarnya beban yang diterima oleh satu sumbu
kendaraan dan diteruskan ke permukaan jalan.

7. Beban Sumbu Standar Ekuivalen (Equivalent Standard Axle Load/ESAL)
adalah satuan yang menggambarkan daya rusak relatif suatu beban sumbu
terhadap beban sumbu standar.

8. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang
dilalui dan kekuatan sumbu kendaraan.

9. Data Historis adalah seri data antarperiode yang menggambarkan
pembebanan lalu lintas, kondisi dan struktur perkerasan, penanganan, serta
biaya pada ruas atau segmen yang sama.

10.Automatic Number Plate Recognition (ANPR) adalah sistem pengenal tanda
nomor kendaraan bermotor secara otomatis yang dapat digunakan sebagai
data pendukung untuk memadankan pergerakan kendaraan, sesuai
kewenangan dan ketentuan pelindungan data.

F. PRINSIP PERHITUNGAN ESTIMASI PBI

1. Setiap penggunaan data dan pengenaan kewajiban harus mempunyai dasar
kewenangan yang jelas;

2. Nilai BPI mencerminkan tambahan kerusakan akibat kelebihan muatan dan
dihitung tidak hanya berdasarkan berat total kendaraan termasuk jarak
tertempubh;

3. Untuk akurasi dan mencegah ketidakpastian harus sudah berdasarkan
perhitungan teknis terverifikasi;
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4. Sumber data, versi model, asumsi, parameter, dan perhitungannya harus
terbuka dan transparan, selaras dengan model manajemen aset dan
preservasi jalan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga, serta
terdokumentasi dan dapat ditelusuri;

S. Data seperti jenis kendaraan, beban kendaraan, dan kondisi perkerasan jalan,
struktur perkerasan, biaya pemeliharaan, dan historis penanganan harus
menggunakan referensi lokasi yang sama dan waktu yang selaras;

6. Sistem WIM harus sudah dikalibrasi, divalidasi, dioperasikan, dipelihara
melalui dukungan pembiayaan operasional secara berkelanjutan; dan

7. Akses terhadap data WIM seperti pertukaran dan pemanfaatan data harus
sesuai peran, kewenangan masing-masing unit kerja dan mengikuti
ketentuan keamanan informasi.

. PENGENDALIAN MUTU DATA

1. Datasetuntuk perhitungan BPI minimal terdiri atas data primer WIM dan data
kondisi jaringan jalan yang terdiri dari data ruas, segmen per 100 meter, kelas
jalan, volume lalu lintas, jenis struktur lapisan perkerasan, kondisi fungsional
dan struktural perkerasan, riwayat penanganan, dan biaya penanganan.

2. Pengumpulan data beban sumbu kendaraan mengacu pada Pedoman Nomor
09/P/BM/2026 tentang Pengumpulan Data Beban Sumbu Kendaraan

3. Instalasi, kalibrasi, validasi, uji coba operasional, operasi, pemeliharaan,
pemantauan kinerja, dan pelaporan sistem WIM mengacu pada Pedoman
Nomor 10/P/BM/2026 tentang Instalasi, Kalibrasi, Validasi, dan Operasional
Sistem Weigh-In-Motion Perkerasan Jalan.

4. Pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kondisi jaringan jalan yang
digunakan dalam perhitungan BPI mengacu pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang Pedoman Survei
Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan (Pd-01-2021-BM).

5. Data beban sumbu kendaraan dan data kondisi jalan yang digunakan dalam
perhitungan BPI harus dapat diselaraskan berdasarkan referensi ruas atau
segmen jalan, lokasi, arah, dan periode data sesuai dengan kebutuhan
analisis.

6. Data riwayat penanganan dan biaya penanganan yang digunakan dalam
perhitungan BPI harus dapat ditelusuri berdasarkan ruas atau segmen, jenis
penanganan, waktu pelaksanaan, dan sumber data.

7. Data yang tidak lengkap, tidak valid, berada di luar masa kalibrasi alat,
mengalami gangguan pengukuran, atau mengandung anomali yang dapat
memengaruhi hasil perhitungan harus diberi penanda mutu dan tidak
digunakan sebelum dinyatakan layak melalui verifikasi teknis.

8. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan data yang masih dapat diperbaiki,
perbaikan data dapat dilakukan dengan metode yang dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan/atau statistik seperti imputasi
dan/atau interpolasi, serta didokumentasikan sebagai bagian dari proses
pengendalian mutu data.

9. Data yang digunakan dalam perhitungan BPI disimpan sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun dan dikelola dengan memperhatikan integritas, ketertelusuran,
keamanan, pencadangan, kendali akses, dan keseragaman format data sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

10.Data deteksi kendaraan yang diperoleh dari CCTV WIM dan data Automatic
Number Plate Recognition (ANPR) apabila tersedia, dapat digunakan sebagai
data pendukung untuk analisis perjalanan kendaraan kelebihan muatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11.Penggunaan data individual kendaraan untuk kepentingan penegakan
hukum berada di luar ruang lingkup Surat Edaran ini.
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